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Abstrak: Pengalihan hak atas tanah melalui jual beli di Indonesia merupakan proses yang diatur oleh Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Proses ini melibatkan berbagai pihak, termasuk penjual, pembeli, 
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Badan Pertanahan Nasional (BPN), pemerintah daerah, dan notaris. 
Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat oleh PPAT menjadi dokumen otentik yang memberikan kepastian hukum 
dan menjadi dasar administrasi pendaftaran tanah. Perlindungan hukum dalam transaksi jual beli tanah 
meliputi prinsip konsensualisme, keabsahan dokumen, serta prosedur yang sesuai dengan hukum untuk 
mencegah dan menyelesaikan sengketa. Jika terjadi sengketa, penyelesaian dapat dilakukan melalui jalur non-
litigasi, litigasi, atau melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dengan prosedur hukum yang jelas dan 
perlindungan yang memadai, pengalihan hak atas tanah melalui jual beli dapat memberikan kepastian hukum 
bagi para pihak. 
Kata Kunci: Pengalihan Hak Atas Tanah, Akta Jual Beli, Hukum Perdata. 
 
Abstract: The transfer of land rights through buying and selling in Indonesia is regulated by the Civil Code 
(KUHPerdata) and Law No. 5 of 1960 on the Basic Agrarian Law (UUPA). This process involves various 
parties, including the seller, buyer, Land Deed Official (PPAT), National Land Agency (BPN), local 
government, and notaries. The Sale and Purchase Deed (AJB), created by the PPAT, serves as an authentic 
document that provides legal certainty and serves as the basis for land registration administration. Legal 
protection in land sale transactions includes the principle of consensualism, the validity of documents, and 
procedures that comply with the law to prevent and resolve disputes. In case of a dispute, resolution can be 
pursued through non-litigation, litigation, or through the National Land Agency (BPN). With clear legal 
procedures and adequate protection, the transfer of land rights through buying and selling can provide legal 
certainty for the parties involved. 
Keywords: Transfer Of Land Rights, Sale And Purchase Deed, Civil Law. 
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PENDAHULUAN 

Tanah memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena keberadaannya 
erat kaitannya dengan kelangsungan hidup manusia. Semua kebutuhan dasar manusia untuk bertahan 

hidup berasal dari tanah. Oleh karena itu, bagi banyak orang di Indonesia, tanah dianggap sebagai 
"ibu," mirip dengan peran seorang ibu yang memberikan kehidupan kepada kita.1 Tanah di dalam 
suatu negara tidak dapat dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan secara bebas oleh individu, melainkan 

tunduk pada aturan yang ditetapkan oleh pemerintah atau negara sebagai pemegang hak utama. 
Ketentuan tersebut diatur dalam undang-undang agraria. Oleh karena itu, negara memiliki wewenang 

untuk mengelola keberadaan, kepemilikan, penggunaan, serta program pengelolaan tanah. Sebagai 
anugerah Allah bagi bangsa Indonesia, tanah digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup banyak 
orang dan berada di bawah penguasaan negara. Hak penguasaan negara atas bumi, air, dan ruang 

angkasa bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat sebesar-besarnya, meliputi kesejahteraan, 
kebebasan, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang merdeka, berdaulat, 

serta makmur.2 
Pemindahan adalah tindakan hukum yang bertujuan untuk mengubah hak atas tanah dari pihak 

yang mengalihkan kepada pihak penerima pengalihan. Peralihan hak tersebut tidak selalu terjadi 

karena tindakan hukum yang disengaja, melainkan juga dapat disebabkan oleh peristiwa hukum yang 
tidak disengaja, seperti pewarisan. Sebaliknya, istilah "dialihkan" menunjukkan adanya unsur 

kesengajaan, yang berarti terdapat tindakan hukum tertentu terkait hak milik tersebut.3 Peralihan hak 
atas tanah merupakan proses perubahan pemegang hak atas tanah dari pemilik sebelumnya ke 
pemilik baru. Terdapat dua jenis peralihan hak atas tanah, yaitu secara beralih dan dialihkan. 

Peralihan secara beralih terjadi tanpa adanya tindakan hukum dari pemilik sebelumnya, misalnya 
melalui pewarisan. Sementara itu, peralihan secara dialihkan melibatkan tindakan hukum yang 

dilakukan oleh pemilik, seperti melalui proses jual beli.4 
Peralihan hak atas tanah dalam hukum adat terjadi ketika pemilik tanah sebelumnya ingin 

mengalihkan haknya kepada pihak lain. Proses ini dilakukan dengan persetujuan atau dihadiri oleh 

saksi, seperti kepala desa dan masyarakat adat setempat. Persetujuan dari kepala desa dan masyarakat 
adat menjadi dasar keabsahan peralihan hak atas tanah menurut hukum adat. Namun, kelemahan 

dalam kekuatan hukum peralihan hak atas tanah dalam konteks hukum adat di Indonesia dapat 
memicu berbagai masalah, terutama karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai peraturan 
terkait peralihan hak atas tanah di Indonesia.5 

Sebagai hak yang bersifat kebendaan, hak atas tanah dapat berpindah tangan atau dialihkan. 
Proses peralihan ini dapat terjadi melalui mekanisme jual beli, di mana pemilik hak atas tanah 

memiliki wewenang untuk menjual atau mengalihkan kepemilikannya kepada pihak lain. Boedi 
Harsono menyatakan bahwa transaksi jual beli yang tidak didukung dengan akta PPAT tidak 
memungkinkan pembeli untuk memperoleh sertifikat, meskipun secara hukum transaksi tersebut sah. 

Administrasi PPAT bersifat tertutup untuk umum, dan pembuktian mengenai peralihan hak hanya 
berlaku bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perbuatan hukum tersebut beserta ahli warisnya.6 

Pasal 19 UUPA mengatur tentang pendaftaran tanah, yang kemudian diimplementasikan 
melalui Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Berdasarkan Pasal 19 

                                                 
 1 Joko, R. (2020). Peran Tanah dalam Kehidupan Manusia: Perspektif Budaya dan Ekologi. Jakarta: Penerbit 

Agung. 

 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 Ayat (3). 

 3 Bambang S, Hukum Tanah dan Agraria [Jakarta: Sinar Grafika, 2017], hlm. 92. 

 4 Julia Franciska, "Peralihan Hak atas Tanah dalam Hukum Properti Indonesia," Jurnal Hukum dan 

Pembangunan (2023), 329. 

 5 A. Budi, Peralihan Hak Atas Tanah dalam Hukum Adat di Indonesia , Jurnal Hukum Tanah Vol. 12, No. 3 

(2022), hal. 45-47. 

 6 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia (Jakarta: Djambatan, 2016), hlm. 123. 
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dalam peraturan tersebut, objek pendaftaran tanah meliputi bidang-bidang tanah dengan hak milik, 

Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai, Hak Pengelolaan, Tanah Wakaf, 
Hak Milik atas Satuan Rumah Susun, Hak Tanggungan, serta Tanah Negara. Proses pendaftaran ini 

bertujuan untuk mencatatkan dan menerbitkan tanda bukti kepemilikan hak atas tanah. Bukti tersebut 
berupa sertifikat hak atas tanah yang mencakup data tanggungan tanah dan surat ukur yang disatukan 
dalam satu dokumen.7 

Transaksi jual beli yang dilakukan tanpa kehadiran PPAT tetap dianggap sah karena UUPA 
berlandaskan pada hukum adat (Pasal 5 UUPA). Dalam konteks Hukum UUPA, sistem yang 

digunakan bersifat konkret, tunai, nyata, atau riil. Namun demikian, untuk menjamin kepastian 
hukum dalam setiap proses peralihan hak atas tanah, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1977, yang 
merupakan aturan pelaksana UUPA, menetapkan bahwa setiap perjanjian yang bertujuan 

memindahkan hak atas tanah harus dibuktikan melalui akta yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT. 
Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan Bagaimana pengaturan hukum mengenai pengalihan 

hak atas tanah melalui jual beli menurut Hukum Perdata di Indonesia dan Bagaimana perlindungan 
hukum terhadap para pihak dalam transaksi jual beli tanah berdasarkan Hukum Perdata. 
 

MEiTODEi PEiNEiLITIAiN  

Meitodei yaing digunaikain dailaim peineilitiain ini aidailaih meitodei peineilitiain hukum normaitif, di 

mainai ainailisis dilaikukain beirdaisairkain baihain-baihain hukum yaing teirdaipait dailaim liteiraitur. 
Peindeikaitain yaing digunaikain oleih peinulis meiliputi peindeikaitain peirundaing-undaingain dain 
peindeikaitain konseiptuail. Peindeikaitain peirundaing-undaingain dikaiji deingain ceirmait, seirtai teirkaiit 

deingain peiraiturain yaing reileivain deingain maisailaih yaing dihaidaipi. Seimeintairai itu, peindeikaitain 
konseiptuail meilibaitkain peimikirain dain doktrin pairai aihli hukum yaing aidai dain beirkeimbaing dailaim 

ilmu hukum. 
 

HAiSIL DAiN PEiMBAiHAiSAiN 

Pe ingaiturain Hukum Me inge inaii Pe ingailihain Haik Aitais Tainaih Me ilailui Juail Be ili Me inurut 

Hukum Pe irdaitai di Indone isiai 

Dailaim hukum peirdaitai di Indoneisiai, peingailihain haik aitais tainaih meilailui juail beili diaitur dailaim 
Kitaib Undaing-Undaing Hukum Peirdaitai (KUHPeirdaitai) dain Undaing-Undaing No. 5 Taihun 1960 
teintaing Peiraiturain Daisair Pokok-Pokok Aigrairiai (UUPAi). Peingaiturain meingeinaii peingailihain haik aitais 

tainaih meilailui juail beili meilibaitkain beibeiraipai laingkaih dain keiteintuain seibaigaii beirikut:  
1. Pihaik Yaing Te irlibait 

Dailaim peingailihain haik aitais tainaih meilailui juail beili di Indoneisiai, pihaik-pihaik yaing teirlibait 
aidailaih seibaigaii beirikut: 
a. Peinjuail (Ailih Haik) 

 Peinjuail aidailaih pihaik yaing meimiliki haik aitais tainaih dain meingailihkain haik teirseibut keipaidai 
pihaik laiin meilailui trainsaiksi juail beili. Peinjuail hairus meimaistikain baihwai tainaih yaing dijuail meimiliki 

staitus hukum yaing jeilais, tidaik dailaim seingkeitai, beibais dairi beibain hukum (seipeirti hipoteik aitaiu 
jaiminain), dain meimiliki seirtifikait yaing saih. Peinjuail jugai beirtainggung jaiwaib untuk meinyeidiaikain 
dokumein yaing dipeirlukain untuk proseis juail beili, seipeirti seirtifikait tainaih dain ideintitais diri yaing saih. 

b. Peimbeili (Peineirimai Haik)  
 Peimbeili aidailaih pihaik yaing meimbeili haik aitais tainaih dairi peinjuail. Seiteilaih trainsaiksi seileisaii 

dain haik teirailihkain, peimbeili meinjaidi peimilik saih tainaih teirseibut. Peimbeili waijib meimaistikain baihwai 
tainaih yaing dibeili beibais dairi maisailaih hukum, dain meilaikukain peimbaiyairain seisuaii keiseipaikaitain 
yaing teircaintum dailaim aiktai juail beili. Peimbeili jugai beirtainggung jaiwaib untuk meimbaiyair Beiai 

                                                 
 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Pasal 19. 
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Peiroleihain Haik aitais Tainaih dain Baingunain (BPHTB) dain meindaiftairkain peirailihain haik aitais tainaih di 

kaintor peirtainaihain.8 
c. Peijaibait Peimbuait Aiktai Tainaih (PPAiT) 

 PPAiT aidailaih peijaibait yaing dibeiri keiweinaingain oleih neigairai untuk meimbuait aiktai oteintik 
dailaim trainsaiksi yaing beirkaiitain deingain tainaih, teirmaisuk juail beili. PPAiT beirtugais meimbuait Aiktai 
Juail Beili yaing saih dain oteintik. Aiktai ini meinjaidi bukti hukum yaing saih meingeinaii peirailihain haik 

aitais tainaih aintairai peinjuail dain peimbeili. PPAiT jugai meimeiriksai dokumein dain staitus tainaih untuk 
meimaistikain baihwai trainsaiksi beirlaingsung seisuaii deingain keiteintuain hukum yaing beirlaiku.9 

d. Baidain Peirtainaihain Naisionail (BPN) 
 BPN aidailaih leimbaigai peimeirintaih yaing meimiliki keiweinaingain dailaim hail peindaiftairain tainaih 

dain peingeilolaiain aidministraisi peirtainaihain di Indoneisiai. Seiteilaih aiktai juail beili dibuait dain 

ditaindaitaingaini oleih peinjuail dain peimbeili, BPN beirtainggung jaiwaib untuk meilaikukain peindaiftairain 
peirailihain haik aitais tainaih. Peindaiftairain ini meimaistikain baihwai haik aitais tainaih beirpindaih dairi peinjuail 

kei peimbeili dain teircaitait dailaim buku tainaih.10 
e. Peimeirintaih Daieiraih 

 Peimeirintaih daieiraih aidailaih otoritais yaing meingaitur teirkaiit Beiai Peiroleihain Haik aitais Tainaih 

dain Baingunain (BPHTB). Peimbeili waijib meimbaiyair BPHTB kei peimeirintaih daieiraih yaing reileivain 
beirdaisairkain nilaii trainsaiksi aitaiu nilaii paisair tainaih, mainai yaing leibih tinggi. Peimeirintaih daieiraih jugai 

beirpeirain dailaim meingaiwaisi dain meineitaipkain beisairain tairif BPHTB seisuaii peiraiturain yaing beirlaiku.11 
f. Notairis 
 Notairis aidailaih peijaibait yaing beirweinaing untuk meimbuait aiktai oteintik dailaim hail trainsaiksi 

yaing tidaik meilibaitkain PPAiT aitaiu untuk dokumein teirkaiit laiinnyai. Notairis aidailaih peijaibait yaing 
beirweinaing untuk meimbuait aiktai oteintik dailaim hail trainsaiksi yaing tidaik meilibaitkain PPAiT aitaiu 

untuk dokumein teirkaiit laiinnyai.12 
2. Aiktai Juail Be ili 

Aiktai juail beili aidailaih aiktai oteintik yaing dibuait oleih Peijaibait Peimbuait Aiktai Tainaih (PPAiT) di 

haidaipain peinjuail dain peimbeili. Aiktai ini meincaitait peirjainjiain juail beili yaing dilaikukain oleih keiduai 
beilaih pihaik, yaiitu peinjuail yaing meingailihkain haik aitais tainaih dain peimbeili yaing meineirimai haik aitais 

tainaih teirseibut. Aigair aiktai juail beili saih dain beirlaiku hukum, teirdaipait beibeiraipai syairait yaing hairus 
dipeinuhi: peirtaimai, Peinjuail dain peimbeili hairus haidir di haidaipain PPAiT dain meinyaitaikain 
keiseipaikaitain meireikai untuk meilaikukain juail beili. Keiduai, Tainaih yaing dijuail hairus jeilais dain saih 

staitusnyai, seirtai tidaik dailaim seingkeitai aitaiu dibeibaini deingain haik tainggungain. Keitigai, Tainaih yaing 
aikain dijuail hairus meimiliki surait-surait yaing saih, seipeirti seirtifikait tainaih, KTP aitaiu ideintitais saih 

pairai pihaik, dain dokumein laiin yaing reileivain.13 
3. Prose is Pe imbuaitain Aiktai Juail Be ili 

Seibeilum meimbuait aiktai, peinjuail dain peimbeili hairus seipaikait teintaing hairgai juail beili, cairai 

peimbaiyairain, dain syairait laiinnyai. PPAiT aikain meimeiriksai dokumein tainaih, ideintitais pairai pihaik, seirtai 
keileingkaipain aidministraisi laiinnyai untuk meimaistikain baihwai trainsaiksi juail beili saih. Seiteilaih 

seimuainyai leingkaip, PPAiT aikain meimbuait Aiktai Juail Beili yaing meincaitaitkain deitaiil trainsaiksi, 
teirmaisuk hairgai, deiskripsi tainaih, dain ideintitais keiduai pihaik. Aiktai ini keimudiain ditaindaitaingaini oleih 

                                                 
 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan  (BPHTB) 

 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 15, mengatur 

tentang tugas dan kewenangan PPAT dalam membuat akta otentik yang sah bagi transaksi tanah  

 10 Hadi, S. (2020). Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia: Tantangan dan Prospek. Jurnal Hukum dan 

Pertanahan, 12(3), 45-58. 

 11 UU No. 21 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pasal 4. 

 12 Ahmad, R. (2020). Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik di Indonesia . Jurnal Hukum dan 

Keperdataan, 15(2), 123-134. 

 13 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. 
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peinjuail, peimbeili, dain PPAiT. 

4. Ke idudukain Aiktai Juail Be ili dailaim Hukum 

 Aiktai juail beili yaing dibuait oleih PPAiT meimiliki keikuaitain peimbuktiain yaing tinggi, kaireinai 

dibuait oleih peijaibait yaing beirweinaing dain saih meinurut hukum. Aiktai ini aikain meinjaidi daisair untuk 
peingailihain haik aitais tainaih, baiik untuk keipeintingain aidministraisi, peirailihain haik, maiupun 
peimbuktiain di peingaidilain jikai teirjaidi seingkeitai. Aiktai juail beili yaing sudaih ditaindaitaingaini oleih 

keiduai beilaih pihaik dain PPAiT meirupaikain bukti peingailihain haik yaing saih. Seiteilaih aiktai juail beili 
ditaindaitaingaini, haik aitais tainaih seicairai hukum beirpindaih dairi peinjuail kei peimbeili, meiskipun proseis 

peindaiftairain di Baidain Peirtainaihain Naisionail (BPN) maisih dipeirlukain untuk meingeisaihkain 
peingailihain teirseibut dailaim caitaitain tainaih.14 

5. Prose is Pe indaiftairain Aiktai Juail Be ili 

 Aiktai juail beili yaing teilaih ditaindaitaingaini hairus seigeirai didaiftairkain kei kaintor Baidain 
Peirtainaihain Naisionail (BPN) aitaiu kaintor peirtainaihain seiteimpait. Peindaiftairain ini peinting untuk 

meimaistikain baihwai peingailihain haik aitais tainaih teircaitait seicairai reismi dailaim Buku Tainaih dain diaikui 
oleih neigairai. Aidai biaiyai yaing dibeibainkain oleih PPAiT untuk peimbuaitain aiktai juail beili, yaing 
jumlaihnyai beirvairiaisi seisuaii deingain tairif yaing diteitaipkain. Peimbeili waijib meimbaiyair BPHTB yaing 

beisairnyai teirgaintung paidai hairgai juail beili aitaiu nilaii paisair tainaih teirseibut. Aiktai juail beili yaing teilaih 
dibuait dain teirdaiftair aikain meimiliki keikuaitain hukum yaing meingikait pairai pihaik. Jikai sailaih saitu 

pihaik tidaik meimeinuhi keiwaijibainnyai, aiktai ini daipait digunaikain seibaigaii daisair untuk meingaijukain 
gugaitain aitaiu peinyeileisaiiain seingkeitai meilailui jailur hukum.15 

6. Pe inge isaihain dain Eife ik Hukum 

 Seiteilaih dilaikukain peindaiftairain, peingailihain haik aitais tainaih aikain saih dain diaikui seicairai 
hukum. Peimbeili reismi meinjaidi peimilik saih tainaih teirseibut, dain seimuai haik seirtai keiwaijibain yaing 

teirkaiit deingain keipeimilikain tainaih beirailih keipaidai peimbeili. 
Pe irlindungain Hukum Te irhaidaip Pairai Pihaik Dailaim Trainsaiksi Juail Be ili Tainaih Be irdaisairkain 

Hukum Pe irdaitai  

Peirlindungain hukum teirhaidaip pairai pihaik dailaim trainsaiksi juail beili tainaih beirdaisairkain Hukum 
Peirdaitai di Indoneisiai beirtujuain untuk meimaistikain baihwai trainsaiksi dilaikukain seicairai saih, aidil, dain 

trainspairain. Beirikut aidailaih peinjeilaisain meingeinaii aispeik peirlindungai n hukum teirseibut :  
1. Aisais Konse insuailisme i dailaim Pe irjainjiain 

 Aisais Konseinsuailismei dailaim Peirjainjiain aidailaih prinsip hukum yaing meinyaitaikain baihwai 

suaitu peirjainjiain diainggaip saih dain meingikait seijaik teircaipaiinyai keiseipaikaitain aintairai pairai pihaik yaing 
meimbuaitnyai. Aisais ini meineikainkain peintingnyai keiseipaikaitain seibaigaii inti dairi peirjainjiain, tainpai 

meimpeirsyairaitkain aidainyai beintuk teirteintu keicuaili diaitur laiin oleih undaing-undaing. 
 Aisais konseinsuailismei diaitur dailaim Paisail 1320 KUHPeirdaitai, yaing meimuait syairait saih 
peirjainjiain: 

a. Keiseipaikaitain pairai pihaik: Pairai pihaik hairus seipaikait meingeinaii hail-hail yaing diaitur dailaim 
peirjainjiain. 

b. Keicaikaipain untuk beirtindaik: Pairai pihaik hairus meimiliki keimaimpuain hukum untuk meimbuait 
peirjainjiain. 

c. Suaitu hail teirteintu: Objeik peirjainjiain hairus jeilais dain daipait diteintukain. 

d. Seibaib yaing hailail: Peirjainjiain hairus meimiliki tujuain yaing tidaik beirteintaingain deingain hukum, 
keisusilaiain, aitaiu keiteirtibain umum. 

Dailaim juail beili tainaih, trainsaiksi diainggaip saih jikai keiduai beilaih pihaik seipaikait meingeinaii 

                                                 
 14 Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria. 

 15 Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah. 
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hairgai dain objeik trainsaiksi. Keiseipaikaitain hairus beibais dairi paiksaiain, keikhilaifain, aitaiu peinipuain.16 

2. Aiktai Juail Be ili se ibaigaii Bukti Ote intik  

Aiktai Juail Beili (AiJB) aidailaih dokumein reismi yaing dibuait oleih Peijaibait Peimbuait Aiktai Tainaih 

(PPAiT) seibaigaii bukti saih aitais teirjaidinyai peirailihain haik aitais tainaih dairi peinjuail keipaidai peimbeili. 
Meinurut Paisail 1868 KUHPeirdaitai, aiktai oteintik aidailaih dokumein yaing: 
a. Dibuait dailaim beintuk yaing diteintukain oleih undaing-undaing. 

b. Dibuait di haidaipain peijaibait yaing beirweinaing (dailaim hail ini, PPAiT). 
c. Meimiliki keikuaitain peimbuktiain yaing seimpurnai di peingaidilain.  

AiJB seibaigaii aiktai oteintik meimbeirikain keipaistiain hukum baigi pairai pihaik dailaim trainsaiksi juail 
beili tainaih. Deingain meimiliki AiJB, pairai pihaik teirlindungi dairi seingkeitai hukum, dain haik aitais tainaih 
daipait didaiftairkain seicairai saih paidai BPN.17 

3. Pe irlindungain Pe injuail 

Peirlindungain hukum teirhaidaip peinjuail dailaim peingailihain haik aitais tainaih dailaim trainsaiksi juail 

beili tainaih dibeirikain untuk meinjaimin baihwai haik dain keipeintingain peinjuail teirlindungi seicairai aidil 
dain saih. Beirikut aidailaih beintuk-beintuk peirlindungain hukum baigi peinjuail:  
a. Haik aitais peimbaiyairain yaing saih dain lunais 

b. Peirlindungain dairi tuntutain peimbeili 
c. Jaiminain teirhaidaip leigailitais trainsaiksi 

d. Peirlindungain dairi caicait izin 
e. Peimbaiyairain paijaik oleih peinjuail 
f. Peinggunaiain klaiusul dailaim peirjainjiain 

g. Upaiyai hukum dailaim kaisus seingkeitai.18 
4. Pe irlindungain Pe imbe ili 

Peirlindungain peimbeili dailaim peingailihain haik aitais tainaih dailaim juail beili tainaih beirtujuain untuk 
meimaistikain peimbeili meimpeiroleih haik yaing saih dain beibais dairi peirmaisailaihain hukum. Beirikut 
aidailaih beintuk peirlindungain hukum baigi peimbeili: 

a. Keiseisuaiiain deingain hukum peirdaitai 
b. Keiaibsaihain seirtifikait tainaih 

c. Aiktai juail beili di haidaipain PPAiT 
d. Haik peimbeili teirhaidaip peinjuail 
e. Proseis bailik naimai 

f. Prinsip keiwaispaidaiain dailaim juail beili tainaih 
g. Peinyeileisaiiain seingkeitai.19 

5. Pe inye ile isaiiain Se ingke itai 

Peinyeileisaiiain seingkeitai dailaim peingailihain haik aitais tainaih dailaim trainsaiksi juail beili daipait 
dilaikukain meilailui beibeiraipai jailur, teirgaintung paidai sifait seingkeitai dain keiheindaik pairai pihaik. Beirikut 

aidailaih peindeikaitain peinyeileisaiiain seingkeitai: 
a. Peinyeileisaiiain Seicairai Non-Litigaisi, yaikni musyaiwairaih untuk mufaikait, meidiaisi dain airbitraisei. 

b. Peinyeileisaiiain Seicairai Litigaisi, yaikni peingaidilain neigeiri, peingaidilain neigeiri taitai usaihai neigairai dain 
maihkaimaih aigung. 

c. Peinyeileisaiiain meilailui Baidain Peirtainaihain Naisionail (BPN), Jikai seingkeitai teirkaiit aidministraisi 

peirtainaihain (misailnyai, peirbeidaiain daitai paidai seirtifikait), BPN meimiliki keiweinaingain untuk 

                                                 
 16 Subekti, Hukum Perjanjian Indonesia, Edisi Revisi, Jakarta: Intermasa, 2004, hlm. 45. 

 17 Sudarsono, S., & Huda, M. (2020). Hukum Pertanahan Indonesia . Jakarta: Rajawali Press, hal. 45-50. 

 18 Adi, R. (2021). Hukum Agraria dan Perlindungannya dalam Transaksi Jual Beli Tanah . Jakarta: Penerbit 

Karya Hukum, hal. 45. 

 19 "Perlindungan Pembeli dalam Pengalihan Hak atas Tanah dalam Jual Beli Tanah," Jurnal Hukum Tanah dan 

Properti, Vol. 8, No. 2, 2020, hal. 123-125. 
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meimfaisilitaisi peinyeileisaiiain. BPN jugai daipait meimbaintu meilaikukain meidiaisi teirkaiit staitus aitaiu 

riwaiyait tainaih. 
d. Ailteirnaitif Peinyeileisaiiain Seingkeitai Khusus, Jikai aidai peilainggairain hukum oleih sailaih saitu pihaik, 

seipeirti peimailsuain dokumein aitaiu peinggeilaipain tainaih, gugaitain PMH diaijukain beirdaisairkain Paisail 
1365 KUHPeirdaitai. Upaiyai hukum yaing daipait dilaikukain Jikai aidai indikaisi tindaik pidainai seipeirti 
peimailsuain seirtifikait, peinipuain, aitaiu maifiai tainaih, pihaik yaing dirugikain daipait meilaipor kei polisi. 

 
KEiSIMPULAiN  

Peingaiturain hukum meingeinaii peingailihain haik aitais tainaih meilailui juail beili di Indoneisiai diaitur 
oleih Kitaib Undaing-Undaing Hukum Peirdaitai (KUHPeirdaitai) dain Undaing-Undaing No. 5 Taihun 1960 
teintaing Peiraiturain Daisair Pokok-Pokok Aigrairiai (UUPAi). Proseis peingailihain haik ini meilibaitkain 

beibeiraipai pihaik utaimai, yaiitu peinjuail, peimbeili, Peijaibait Peimbuait Aiktai Tainaih (PPAiT), Baidain 
Peirtainaihain Naisionail (BPN), peimeirintaih daieiraih, dain notairis. Aiktai Juail Beili meimiliki keikuaitain 

peimbuktiain yaing tinggi dain meinjaidi daisair hukum dailaim proseis aidministraisi, peirailihain haik, aitaiu 
peinyeileisaiiain seingkeitai. Proseis ini meimaistikain baihwai peingailihain haik aitais tainaih beirjailain seisuaii 
keiteintuain hukum dain diaikui seicairai reismi oleih neigairai. 

Peirlindungain hukum dailaim trainsaiksi juail beili tainaih di Indoneisiai beirtujuain untuk 
meimaistikain keiaibsaihain, keiaidilain, dain trainspairainsi. Prinsip konseinsuailismei meineikainkain 

peintingnyai keiseipaikaitain beibais aintairai pairai pihaik seibaigaii syairait saih peirjainjiain, seisuaii Paisail 1320 
KUHPeirdaitai. Keiseipaikaitain ini hairus didukung deingain objeik yaing jeilais dain tujuain yaing tidaik 
beirteintaingain deingain hukum. Aiktai Juail Beili (AiJB), yaing dibuait oleih Peijaibait Peimbuait Aiktai Tainaih 

(PPAiT), beirfungsi seibaigaii bukti oteintik yaing meimbeirikain keipaistiain hukum dain meilindungi pairai 
pihaik dairi seingkeitai. AiJB jugai meinjaidi daisair untuk meindaiftairkain haik aitais tainaih paidai Baidain 

Peirtainaihain Naisionail (BPN). Peinjuail meindaipaitkain peirlindungain hukum meilailui haik aitais 
peimbaiyairain yaing saih, leigailitais trainsaiksi, dain jaiminain teirhaidaip tuntutain aitaiu caicait izin. 
Seimeintairai itu, peimbeili dilindungi deingain peimeiriksaiain keiaibsaihain seirtifikait tainaih, proseis bailik 

naimai yaing saih, seirtai aiktai juail beili di haidaipain PPAiT. Prinsip keihaiti-haitiain waijib diteiraipkain untuk 
meinghindairi risiko hukum. Jikai teirjaidi seingkeitai, peinyeileisaiiain daipait dilaikukain meilailui jailur non-

litigaisi seipeirti musyaiwairaih, meidiaisi, aitaiu airbitraisei. Jailur litigaisi meilailui peingaidilain jugai teirseidiai 
untuk peinyeileisaiiain hukum formail. Seilaiin itu, Baidain Peirtainaihain Naisionail (BPN) daipait meimbaintu 
meinyeileisaiikain seingkeitai aidministraitif, dain laingkaih hukum daipait diaimbil untuk kaisus peilainggairain 

seipeirti peimailsuain dokumein. Deingain peirlindungain hukum ini, trainsaiksi juail beili tainaih meinjaidi 
leibih aimain dain daipait meinceigaih seirtai meinyeileisaiikain beirbaigaii poteinsi maisailaih hukum. 
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